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ABSTRAK

Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam bukan sekedar mencegah
tindakan kriminal, tetapi bertujuan melakukan reformasi dan rehabilitasi
diri. Oleh karena itu, pencegahan menjadi tujuan yang pertama, namun
tujuan akhirnya adalah terciptanya kondis sosial yang lebih baik.
Pemberlakuan sankss hukuman yang terdapat dalam hukum Islam
sebenarnya memiliki sis kesamaan dengan tujuan pemidanaan dalam
hukum pidana di Indonesia. Maqgasid as-syari’ah dalam hukum Islam telah
memberikan peran penting dalam menetapkan sanksi hukuman. Salah satu
tindak pidana yang amat merugikan adalah pembunuhan dengan sengaja,
dalam sistem pemidanaan hukum di Indonesia pelaku pembunuhan dengan
sengaja diberikan sanks hukuman berupa pemenjaraan menurut Kitab
Undang-Undang Hukum (KUHP). Sementara itu, dalam hukum pidana
Islam memiliki penetapan sanksi hukuman yang berbeda dengan hukum
pidana di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah library research yaitu penelitian yang
dilakukan dengan difokuskan pada penelaah, pengkgjian dan pembahasan
literatur-literatur. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan
normatif-yuridis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yaitu
menggambarkan hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia
Setelah itu, dilakukan analisis agar mendapat titik temu secara komparatif
supaya hasil penelitian ini dapat menyelesaiakan kejahatan pembunuhan
dengan sengaja

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa tujuan
pemidanaan dalam hukum Islam bukan hanya mencegah tindakan kriminal,
akan tetapi sesuai dengan tujuan magqasid as-syari’ah, yaitu hitz an-nafsi
(perlindungan jiwarraga). Dalam hukum pidana Isam sanksi hukuman
pembunuhan sengagja mendapatkan hukuman gisas divar ta'zir. Ta'zir
adalah bentuk ta’'dib yang didasarkan kepada upaya pendidikan pelaku
pembunuhan sengagja agar menjadi lebih baik. Sementara itu, tujuan
pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia berdasarkan tiga prinsip-
prinsip dasar pemidanaan, yaitu retributif, relatif, dan gabungan.

Keyword (sanksi hukuman, pelaku pembunuhan dengan sengaja, hukum
pidana lslam, dan hukum pidana di Indonesia).
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A. Konsonan Tunggal

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan
| - dilaglaijll;kan
< Ba’ B Be
= Ta’ T Te
- sa’ $ s (dengan titik di atas)
z Jim J TJe
W™ AEY." i
< Kha’ Kh Kdanh
2 Dal D De
3 Zal 74 Z (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er
J za’ Z Zet
w Sin S Es
B Syin Sy Es dan ye
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¢ ‘Aln ‘ Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

S Kaf K Ka

J Lam L ‘el

B Mim M ‘em

U Nin N ‘en

g Wawu W W

° Ha’ H Ha

s Hamzah : Apostrof
$ Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

5z Ditulis

Muta’addidah

53 Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbiitihdi akhir kata

1. Bila ta’ Marbiitdh di baca mati ditulis dengan 4, kecuali kata-kata Arab
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
Ala Ditulis frimah
a Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbitsh diikuti dengan kata sandang “al sertta bacaan kedua

itu terpisah, maka ditulis dengan A

Rl FAS Ditulis Karamah al-auliya’
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3. Bila ta’ Marbitah hidup dengan hdrakat fathih, kasrahdan dimmah
ditulis ¢

Lal) 31K Ditulis Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek

_ fathah Ditulis A
— Kasrah Ditulis I
Z dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

fathah+alif s 4
. Ditulis
1 Lha Ditulis Jahiliyyah
fathal+ya’ mati Ditulis 4
2 Ditulis Tansa
Kasrah+ya’ mati Wil 7
3 R Ditulis karim
dammah+wawu mati Ditulis U
4 s Ditulis Laad
F. Vokal Rangkap
fathah+ya’ mati Biglis Ai
1 LY Ditulis bainakum
5 ﬁlfbc’llﬁgjf’f wu mati Ditulis Au
5 Ditulis Oaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (°).

1 aulf Ditulis a’antum
2 25K Ditulis La’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila kata sandang AZf+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al

ol

Ditulis

Al-Qurian

o)

Ditulis

Al-Qiyas

2. Bila kata sandang A/kf+Lam diikuti

Syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf /(el)-nya.

Sl Ditulis as-Sama
el Ditulis as-Syams
I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi
pengucapannya.
ety 0 a3 Ditulis Zawi al-funid
23 af Ditulis ahl as-Sunnah

atau
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KATA PENGANTAR
sl Gaa ) A ey
e Skl g sl (cpall g Liall ) gal e Cpaist 4a 5 Cppallall o) i 2aal)

e Ll praal dania g all e g aaas Bl ) g o Lii) s il
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hambanya untuk belajar, menimba ilmu-Nya yang teramat luas, yang tak seorang
pun dapat menguras habis lautan ilmu yang dimilik-Nya. Shalawat beserta salam
semoga tetap terhaturkan ke junjungan kita bersama, Nabi Muhammad SAW,
yang mengajarkan kepada kita betapa umat manusia harus berjuang secara
sungguh-sungguh untuk mencapai ridla-Nya.

Bersamaan dengan ridho dan pertolongan yang Allah SWT berikan,
Skripsi dengan judubanksi Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dengan Sengaja
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum pidana di Indordegiat
penyusun selesaikan sesuai dengan harapan.

Tugas akhir ini merupakan sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam lImu Hukum Islam di jurusan Perbandingan
Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Xii



Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun ingin mengucapkan terima

kasih kepada pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membimbing,

memberikan masukan, dan mendorong penyusun untuk memenuhi tugas

akademik ini. Berkat dorongan dan bimbingan banyak pihak, penyusun tidak

menemui kendala sesuatu apapun dan pada gilirannya tugas akhir ini dapat

selesai dengan lancar.

Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1.

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dr. Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan
Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Dr. Ali Sodigin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih
atas waktu dan bimbingannya.

Drs. Abd. Halim, M.Hum , selaku Dosen Pembimbing Akademik.

Segenap dosen Perbandingan Madzhab yang telah ikhlas memberikan ilmu

dan pengetahuannya kepada penyusun.

. Kedua orang tua, Wandoyo dan Sutatik, yang terus mendorong dan

memberikan semangat kepada penyusun untuk terus belajar.
Anggota aktif IKK: Frendy Masyhuri, Nadliful Hakim, M Adil Muktafa,

Ach Rian Hidayat, dan yang lainnya.

xiii



9. Kader HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

10. Seluruh kader HMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Teman-teman jurusan perbandingan mazhab, Toto Iswanto, Much Rujaeni
Tanjung, Sidig Samdani, Paisal Armadon Harahap, Ahlis Hanawa, Ria
Damayanti, Heni Wahyuni, Ratri, Isna Latifah, Fauziah Salamah, Denny
Indah. Ahmad Satria Pratawi (pataw), Putri Kusuma Wardani, Minannul

Idhom, dlIl.

Demikian pengantar dari penyusun, semoga ilmu yang kami
peroleh dapat bermanfaat. Pada akhirnya, penyusun sangat menyadari
bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saran
dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Wassalamu’alaikum Wr Whb.

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1437
9 September 2016

Penyusun

Fredy Andrianto
NIM : 12360034

Xiv



DAFTAR IS

HALAMAN JUDUL ..o
ABSTRAK e
HALAMAN PERSETUJUAN ....cooiiiii e
HALAMAN PENGESAHAN ...
SURAT PERNYATAAN ..o s
PEDOMAN TRANSLITERASI ...
HALAMAN MOTTO oo
HALAMAN PERSEMBAHAN ..o
KATA PENGANTAR L.
DAFTARIS] o
BAB | : PENDAHULUAN ...

A. Latar BEakang .....cccceeoveeeiie e
B. POKOK Masalah ........ccceieierieseee e
C. Tujuan dan Kegunaan ............ccccueeeeenieeneesieesieesee e
D. Telaah PUSIAKA .......coovieiiiiie e
E. KerangkaTeoretiK .......cccceeveevivvrennnn.
F. Metode Penelitian ..........cccocoereeeenne

G. Sistematika Pembahasan ....................

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

1. Menurut hukum pidanalslam .......

XV



2. Menurut Hukum Pidana di Indonesia ...........ccccveeeeunnnnnn.. 30

B. Jenis-Jenis Pembunuhan ............cccoeiiiiiiiiieneenceeeee 31
1. Menurut hukum pidanalslam ..........ccccooeiieinneniene. 31

a. Pembunuhan sengaja .........cccccccvveiieeevie e 31

b. Pembunuhan menyerupai disenggja ............cccccveeneee. 32

C. Pembunuhan karenakesalahan .............ccccocevviienene. 32

2. Menurut hukum pidanadi Indonesia ..........cccccccueeeuneeee. 33

a. Pembunuhan sengaja ..........ccccccevevieeciie e 33

b. Penganiayaan mengakibatkan kematian ..................... 35

c. Pembunuhan karena kealpaan..............ccccceevenieninnnnne. 35

C. Macam-Macam HUKUMAEN ........ccoooiriieiiee e 36
1. Menurut hukum pidanalslam .........ccccccoeriiiiiincnienn. 36

2. Menurut hukum pidanadi Indonesia ...........cccoceevveeenene 37

D. Prosedur Penetapan Hukuman ...........ccccceeeeiieecceeccieecne, 40
1. Menurut hukum pidanalslam ..........ccccceevveeiiieeiieecieen, 40

2. Menurut hukum pidanadi Indonesia ...........cccoceeieeeneee 41

BAB |11 : SANKSI PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA MENURUT

HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA .. 47

A. Sanksi Hukuman Pembunuhan Dengan Senggja ................ 47
1. Menurut hukum pidanalslam ..........ccccceveiiinieninnne 47

2. Menurut hukum pidanadi Indonesia ..........c.cccoeeevennee. 49

B. KriteriaPembunuhan Sengaja ..........cccecveieeieenieiniieeieenins 51
1. Menurut hukum pidanalslam ...........ccccoceriiiinncnienne. 51

XVi



D.

2. Menurut hukum pidanadi Indonesia ...........cccoceeieeenenee 52

Dasar Penetapan Sanks Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja

............................................................................................ 52
1. Menurut hukum pidanalslam ..........ccccceveeiiieeciieecieenn, 52
2. Menurut hukum pidanadi Indonesia ..........cccccccveeeuneee. 55

Alasan Hapusnya Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja.. 63
1. Menurut hukum pidanalslam ...........cccccoeveeiiieeieecieen, 63

2. Menurut hukum pidanadi Indonesia ...........cccoceeeveeenee 65

BAB IV : ANALISISKOMPARATIF SANKSI HUKUMAN

PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ............. 68
A. Andlisis Sanksi Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam
Perspektif Hukum Pidanalslam ..........ccccoooeiiiiiiniciiee 68
B. Analisis Sanksi Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam
Perspektif Hukum di Indonesia ............cccoeeeeveeiiieecieecinen, 71
C. Persamaan dan Perbedaan ..........ccccccveeiiiiiiiiicniccie e 76
D. Efektivitas Sanksi Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja.. 82
BAB V i PENUTUP ..ot s 84
A, KeSIMPUIAN ..o 84
B. SN ... 86

XVii



Xviii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman dalam istilah arab disebut dengagubah yaitu bentuk
balasan bagi seseorang yang melakukan perbuatan melangggar ketentuan-
ketentuan syara yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk
kemaslahatan bagi umat manusidHukum mengatur kepentingan-
kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat
dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Pemberlakuan Hukum
pidana untuk menjaga kemaslahatan setiap manusia khususnya bagi orang
yang sangat dirugikan. Hal ini agar ketentuan-ketentuan hukum memiliki
peran penting dalam memberikan keadilan.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masayarakat adalah
pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat
mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Apabila tindakan tersebut dilakukan
dapat memberikan kerugian terhadap pihak yang menjadi korban akibat
perbuatan pelaku.

Kesengajaaan menjadi unsur utama dan menjadi sebuah ukuran
pembunuhan, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana yang
terdapat di Indonesia. Kesengajaan juga menjadi ukuran pengenaan jenis

hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku pembunuhan yang akan

! Andi Hamzah dan A. SumangelipRidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan
Masa Depanget.ll (Jakarta: PT Ghalia Indonesia,1985), him. 11.



dikenakan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau
tidak sengaja keduanya adalah termasuk perbuatan yang dilarang.

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaiamana Abdul Qadir Audah
sebagaiamana yang dikutip oleh Misbah pembunuhan dengan sengaja ialah
pembunuhan yang disertai dengan perbuatan yang dapat menghilangkan
jiwa disertai dengan niat membunuh korBan.

Menurut Imam As-Syafi'i sebagaiamana yang dikutip oleh Ali
Sodigin unsur kesengajaan tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan.
Jika pembunuhan menggunakan alat atau senjata untuk membunuh, maka
termasuk pembunuhan dengan senddjgkuman untuk tindakan ini adalah
di-gisas. Qisas merupakan hukum asal dalam pembunuhan sengaja,
sedangkandiyar merupakan alternatif yang diterapkan apabila keluarga
korban memaafkan pembuntih.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam bagi pelaku
pembunuhan, bukan sekedar mencegah tindakan kriminal, tetapi bertujuan
untuk melakukan reformasi dan rehabilitasi diri, pencegahan menjadi tujuan
yang pertama, namun tujuan akhirnya adalah terciptnya kondisi sosial yang
lebih baik*

Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah hukum pidana dalam arti
obyektif disebutius poenale Secara singkatus poenaledirumuskan

sejumlah peraturan yang mengandung laranagan atau perintah atau

2 Asep Saepudin dkidukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan
Indonesia, Fikih dan Hukum Internasioan@let.l (Jakarta: PT Kencana, 2013, him, 149.

3 Ali Sodigin, Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islatet.l (Yogyakarta:
PT Tiara Wacana, 2010), him. 134-135 .

*Ibid., him. 155.



keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana bagi meraka
yang melakukan tindak pidandus poeneledibagi atas hukum pidana
materil dan formiP.

Hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian
tentangstrafbare feiten(delik; perbuatan pidana; tindak pidana), peratauran
tentang syarat-syaradtrafbare feiten(hal dapat dipidananya seseorang),
penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan pidanannya. Hukum
pidana formil menurut Simons mengatur tentang cara negara dan perantara
para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana, dan demikian
mengandung hukum acara piddna.

Perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang sangat
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 di BAB XA tentang hak
asasi manusia Pasal 28A yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanimiatialam tindak
pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa
seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun.

Dasar penetapan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam
hukum pidana Islam mengacu pada surat Al-Bagarah ayat 178, 179 dan An-

Nisa ayat 92. Pada surat Al-Bagarah ayat 178 yang berbunyi:
auadly daall s adly ) 5Tl 8 alial) aSle S sial o ALl

by 4l o1l g pmally gLl (o 4l e al e (ad A YL Y

1-2.

5 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cet.lI (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), him.

® Ibid., him. 3.
’ Lihat Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, him. 36.
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Dilanjutkan dengan surat Al-Bagarah ayat 179, Allah berfirman di
dalam kitab-Nya :

2,058 oS1al LYY il Bla aliaill i ST

Diterangkan dalam surat An-Nisgat 92 sebagai memperkuat dasar
landasanpenetapan hukuman Allah berfirman :

Al )y patt iladlicge J8 ey @ Bad V) Ui ge Jiy () Gasal (SLag
Oee s 5 oSl e o e OIS b ) aay o V) Ala) () dalise 4305 die 5

adal ) Faliso 2308 (3lie pgin s oS o B (o OIS (5 S Aiasa iy jadh

Lasle Aol OS5 < il Ga Ay = Gaaliie G jedh oLl dag ol (B 238 pais
10.\_'“:35;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di Bab XIX
tentang kejahatan terhadap nyawa sanksi hukuman terhadap pembunuhan
dengan sengaja secara umum diberikan sanksi hukuman pemenjaraan atau
pidana mati.

Sanksi hukuman terhadap nyawa mengacu dalam Pasal 338,

menyatakan bahwa :

“Barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, karena
pembuuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas'tahun”.

8 Al-Bagarah (2): 178.

° Al-Bagarah (2): 179.

19 An-Nisa(3) : 92 .

1 pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.



Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok,
yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-
unsurnya. Pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah lima belas
tahun tidak mentup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana
kurang dari lima belas tahun.

Di dalam Pasal lain ada juga yang menjelaskan tentang kejahatan
terhadap nyawa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 339 menyatakan bahwa :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu
perbuatan yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau
mempermudah pelaksanaanya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta
lainnya dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan
barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan
hukuman seumur hidup atau waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun
penjara™?

Apabila pembunuhan yang akan dilakukan dengan sengaja disertai
dengan perencanaan maka ancaman sanksi hukuman yang akan diberikan
oleh pelaku tindak pidana pembunuhan lebih berat daripada sanksi
hukuman yang diberikan dalam pasal 338 dan 339, sebagaimana yang
dijelaskan dalam Pasal 340 menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana,
diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahdh”.

Proses penyelesain pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia

tidak memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi aktif

2 p asal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.
13 pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.



dalam menyelesaikan masalah mereka. Dalam masalah perkara pidana
negara yang memiliki wewenang untuk menanganinya. Aparat negara,
dalam hal ini polisi, jaksa, hakim berkewajiban menyelesaiakn perkara atas
nama negara. Partisipasi aktif masyarakat tidak menjadi penting lagi,
semuanya hanya bermuara pada putusan yang berupa penjara.

Berdasarkan permasalahan di atas sanksi hukuman bagi pelaku
pembunuhan dengan sengaja dapat disimpulkan antara hukum pidana Islam
dan hukum pidana di Indonesia ada benturan paradigma yang urgen. Hukum
pidana Islam dalam mentepakan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan
dengan sengaja mengacu pada surat Al-Bagarah ayat 178, 179 dan An-Nisa
92, sedangkan hukum pidana di Indonesia menetapkan sanksi hukuman bagi
pelaku pembunuhan dengan sengaja terdapat dalam tiga pasal tentang
kejahatan terhadap nyawa, yaitu Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340.

Pemberlakuam hukuman dalam kasus pembunuhan dengan sengaja
siapakah yang memiliki kata putus yang berkenaan dengan hukuman yang
akan dijatuhkangisas ataudiyat (tebusan). Apakah mungkin memberikan
kuasa kepada badan-badan resmi yang ada keputusan tuntutan dalam
peradilan membuat keputusan akhir tentang tindak pidana pembunuhan
dengan sengaja.

Permasalahan inti perkara bahwa dapat dilihat sebagai pelanggaran
terhadap korban atau sanak keluarganya yang amat dirugikan, mungkinkah

ada ruang bagi kebijaksanaan hakim dalam menentukan kondisi-kondisi

1 Al Sodigin, “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesi&g-Syirah”, Vol. 49. No. 1 ( Juni 2015),
him. 65.



untuk menjatuhkan pidana bagi individu, tetapi logika syari'ah sebagai
hukum agama akan mencegah eliminasi pikiran individu karena syari’ah
dijamin oleh Al-Qur’an.

Penelitian ini mencoba meretas perbedaan yang ada dengan
menggunakan berbagai perspektif untuk menarik sba&mang merah.
Perspektif yang penyusun angkat adalah perspektif hukum pidana Islam dan
hukum pidana di Indonesia. Hal ini dianggap penting agar mendapakan titik
temu, mengenai sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.

Melihat perbedaaan sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku
pembunuhan dengan sengaja oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana di
Indonesia, maka persoalan yang kursial untuk di angkat adalah lebih fokus
kepada sanksi hukuman, dengan mengkaji dua perspektif yang berbeda
supaya memberikan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan

dengan sengaja.



Pokok Masalah.

Problematika pembunuhan dengan sengaja merupakan suatu
perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak hidup orang lain, dalam
merekontruksi pembunuhan sengaja maka permasalahan pokok yang akan
dijawab dan menjadi sasaran studi dalam penelitian ini adalah:

1. Apa hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja menurut hukum
pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia ?

2. Bagaimana model penetapan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan
menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia ?

3. Bagaimana efektivitas pemberian sanksi hukuman bagi pembunuhan
dengan sengaja dalam penegakan hukum di Indonesia?

Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Untuk menjelaskan pengaturan sanksi hukuman bagi pembunuhan
dengan sengaja dalam sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana
di Indonesia.

b. Untuk menjelaskan langkah-langkah hukum pidana Islam dalam
memperbaharui regulasi sanksi hukuman bagi pembunuhan dengan
sengaja pada hukum pidana di Indonesia.

c. Untuk menjelaskan efektivitas dalam memberikan sanksi hukuman

bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.



2. Kegunaan

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembanagan pemikiran
dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum positif terutama dalam
delik pembunuhan dengan sengaja.

b. Penelitian diharapkan juga mampu menjadi kontribusi pemikiran bagi
para peminat dan pengkaji hukum, khususnya hukum pidana Islam
dan hukum di Indonesia.

c. Peneilitian diharapkan mempu memberikan sumbangsih pemikiran
terutama pembaharuan Rancangan Undang-undang hukum pidana di

Indonesia.

D. Telaah Pusaka

Dalam masalah sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan
sengaja, ada beberapa literatur-literatutr yang telah membahasnya dalam
berbentuk karya ilmiah, seperti yang di bawabh ini:

Skripsi yang disusun oleh Syarif Hidayat Lulusan Tahun 2008 Jurusan
Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta yang berjudul, “Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh
Perspektif Hukum Imam Syafi'i® Skripsi ini membahas status hukum
pembunuh yang dibunuh, dalistinbath hukum yang dipergunakan.
Pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan

Normatif. Adapun teorinnyaSyaddu Al Zariyah Pertanggungjawaban

5 Syarif Hidayat, “Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh Perspektif Hukum Imam
Syafi'i", SkripsiFakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008.
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pidana bagi pelaku pembunuh dari pembunuh pertama adalah dikembalikan
kepada ahli waris korban menentukaas atau diyat (tebusan). Status
hukum pembunuh yang dibunuh dikenakan hukgpas dan diyat sebagai
hukuman penggantfAl-* uqubah al-badaliyah) Dalil yang dipergunakan
adalah al-Quran surat al-Isra ayat 33. Secara general didasarkan pada Al-
Quran, al-Hadist, ljma, dan al-Qiyas, tetapi dalam status pembunuh yang
dibunuh Imam Syafi'i lebih banyak mempergunakan kaitlshul Figh
yaitu menolak kerusakan didahulukan daripada menjalankan kebaikan.
Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Adib Maskuri Lulusan Tahun
2001 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Delik Pembunuhan Sengaja
Menurut Hukum Islam dan KUHP®. Skripsi ini membahas kriteria dan
sanksi hukuman pidana delik pembunuhan sengaja menurut pidana Islam
dan hukum pidana postif (KUHP), alasan penetapan kriteria dan sanksi
hukuman pidana delik pembunuhan sengaja menurut kedua sistem hukum
tersebut. Pendekatan dalam skrispi ini menggunakan pendelataatif-
yuridis. Adapun teorinya menggunakafrgasid Asy-syari'ah Melihat ada
pada tidaknya niat melakukan pembunuhan dapat dikatagorikan
pembunuhan ada kalanya sengémlus) dan benar-benar kesalahan
(culpa) Tindak kejahatan terhadap jiwa mengacu pada Pasal 338,
sedangkan hukum pidana Islam perbuatan yang ditunjukan terhadap orang

lain tanpa adanya hak dan dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab.

16 Adib Maskuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Islam dan KUHP”,
SkripsiFakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, Tahun 2001.
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Menetapakan hukuman 20 tahun penjara sudah memenuhi syarat yang dapat
menjadi tujuan pemidanaan sedangkan dalam hukum pidana Islam, keluarga
memiliki wewenang dalam menentukan keputusan hukuman.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Hamro Maulidiyah Lulusan
Tahun 2015 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Hapusnya Hukuman
Pembunuhan Menurut Figh Jinayah dan Hukum Pidana Indon&Skaipsi
ini membahas alasan ketentuan hapusnya hukuman pembunuhan menurut
Figh Jinayah dan hukum pidana Indonesia, perbedaan dan titik temu antara
Figh Jinayah dengan hukum pidana Indonesia dalam hal hapusnya hukuman
pembunuhan tersebut. Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan
pendekatan Normatif, Undang-Unda(sjatute approachjlan Komparatif
(comparative apparoach)Adapun teorinya menggunakaviaslahah al-
mursalah Hapusnya hukuman pembunuhan  menuRigqh Jinayah
hilangnya tempat untuk djisas, pemaafan, perdamaian, diwariskan hak
gisas MenurutFigh Jinayah yang menentukan hapusnya hukuman adalah
pihak keluarga sedangkan hukum pidana Indonesia yang menentukan yakni
Undang-Undang. Dampak perbedaan alasan hukuman, hapusanya hukuman
pembunuhan menuruFigh Jinayah dapat dihapus atau penghapusan
hukuman pembunuhan, sedangkan menurut hukum pidana Indonesia alasan
hapusnya hukuman Indonesia dapat dikurangi yang tercantum dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¥ Hamro Maulidiyah, “Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Figih Jinayah dan
Hukum Pidana Indonesia'Skrpsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun
2015.
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Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Angga Nindia Saputra Lulusan
Tahun 2009 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul,"Tinjuan Hukum Islam terhadap
Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis
Terhadap Pasl 351 Ayat (3) KUHP®). Skripsi ini membahas tinjuan
hukum Islam tentang kriteria tindak pidana penganiayaan yang
mengakibatkan kematian pada pasal (3) KUHP, bentuk sanksi terhadap
pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut
hukum Islam. Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan
Normatif. Adapun teorinydaqgasid As-Syari'ah. Dalam perspektif hukum
pidana Islam, tindak pidana pembunuhan mengakibatkan kematian pada
pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk pembunuhan semi se(sydtpau al-
'amdi). Sanksi pokok untuk pembunuhan semi sen@ggt syibhu al’amd)
yaitu berupa diat, sankskyat bukan hanya dibebankan pada pelaku namun
juga keluarga pelaku juga harus menanggung pembaygrar(tebusan).

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Miftahul Jannah Lulusan Tahun
2015 Jurusan llmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Perlindungan Korban dalam
Pembaharuan Hukum Pidana di Indone&i&@kripsi ini membahas bentuk
perlindungan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan

yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis.

'® Angga Nindia Saputra&Tinjuan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasl 351 Ayat (3) KUHP”), Skeksltas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009.

19 Miftahul Jannah, “Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana di
Indonesia” SkrispiFakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.
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Adapun teorinya menggunakan Viktimologi. Perlindungan korban dalam
pembaharuan hukum pidana, korban adalah pihak yang paling dirugikan
baik secara materil maupun immateril seharusnya tujuan dari sistem
peradilan pidana yaitu korban, korban seharusnya yang mendapatkan
perlindungan.

Jika berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan, bahwa
belum ada skripsi yang membahas “Sanksi Hukuman Bagi Pelaku
Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan
Hukum Pidana di Indonesia”, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian
yang sudah ada. Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada sanksi hukuman
bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, jika dikaji menurut hukum pidana
Islam dan hukum pidana di Indonesia. Jadi skripsi ini jauh dari unsur plagiat

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kerangka Teoretik.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di
suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan beR&ama
menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang
melanggar larangaedua,menentukan hal-hal yang dianggap pelanggaran
atau larangan dan waktu penentuan pidana sebagaimana yang telah
diancamkan. Ketigaz menentukan cara pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan
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tersebut® Dalam hukum Islam istilah tindak pidana dikenal dengadyah

yang bearti kejahatan, pidana atau krimidatayah adalah perbuatan yang
diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau
kerusakan agama, jiwa, dan harta behda.

Hukuman diancamkan kepada seseorang yang pentbitakh agar
orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran
kepada orang lain agar tidak berbyatmah. Hukum pidana di Indonesia
dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa
perbuatan tersebut itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan kerugian yang
diderita oleh masyarakat. Dalam hukum pidana Islam dasar pertimbangan
penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak
akhlak, jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan,
akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam bukan sekedar
mencegah kriminal tetapi bertujuan melakuan reformasi dan rehabilitasi diri.
Hukuaman dalam syari'at mempunyai dua aspekyentif (pencegahan)
danrepresif pendidikan), yang akan menghasilkan aspek kemaslatiatan.

Tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan tidak bisa
dianggap remeh adalah tindak pidana pembunuhan. Perbuatan merampas

nyawa orang lain dengan sengaja harus diberikan sanksi hukuman yang

20 Juhaya S. Prajaleori Hukum dan Aplikasinya cet.| (Bandung: PT Pustaka Setia,
2011), him. 173.

21 Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebahikum Pidana Islam (Figh Jinayahget.
(Bandung: PT Pustaka Setia, 2013), him. 13.

%2 Makhruz Munajat,Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)Cet.Il (Yogyakarta: PT
Pesantren Newsea Press, 2010), him. 102.
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akan membuat pelaku merasa jera dan tidak akan mengulang perbuatannya
kembali. Pemberian sanksi bukan hanya memberikan efek jera terhadapnya,
melainkan dapat membereiak pembelajaran kepada masyarakat begitu
pentingnya nyawa dalam kehidupan ini.

Dalam Hukum Islam sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan
dengan sengajali-gisas. Secara literal maknagisas ialah melakukan
perbuatan sebagaimana yang diterima sebelumnya. Ketika makna ini
dikhususkan dalam masalah pembunuhan, ngaka merupakan perbuatan
melakukan pembalasan atas perbuatan yang diterima, bila dibunuh maka
balasannya adalah dibunuh. Dengan demikjaas adalah memberikan

hukuman setimpal atas kejahatan yang telah dilaktikan.

Secara etimologisyisas berasal dari katd=sd -l -(=8 yang

berarti4=i mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Adajusas secara

termonologi yaitu sebuah tindakan sanksi hukum kepada pelaku persis
seperti tindakan yang ia lakukan terhadap korb&ementaraliyat (denda)
dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak, dari pihak
pembunuh membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia
akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan bertaubat ke
jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan,

sedangkan bagi keluarga terbunuh yang menetipar (denda) dengan

23 Al Sodigin, Hukum Qisas dari Tradisi Arab Menuju Hukum Isjahim. 163.
24 Nurul Irfan dan Masyrofalfigh Jinayah cet.l (Jakarta: PT Amzah, 2013), him. 4.
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cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan
hidupnya®

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu
keadaan dalam bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun
dalam lingkungan yang besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian,
suatu ketertiban dan suatu kepastian hukum. Di dalam satu hal hukum
pidana itu menunjukan adanya perbedaann dari hukum-hukum yang lain
pada umumnya, yaitu memberikan suatu akibat hukum berupa suatu
bijzondere leedhtau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk
suatu hukuman yang mereka telah melakuan pelanggaran terhadap
keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dal&mnya.

Dukungan dalam bentuk penyertaan ancaman hukuman atau sanksi
yang menyertai kehadiran peraturan yang dikenakan pada perbuatan tindak
pidana dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan
tersebut dan orang lain tidak meniru perbuatannya.

Pelaku kejahatan akan bercermin kepada pelaku kejahatan yang sama.
Akhirnya, pelaku kejahatan memandang hukum hanya alat untuk melakukan
kejahatan yang sama karena hukum yang tidak berpihak pada keadilan dan
kemanusiaan.

Hukuman dianggap menjadi hukuman terbaik mencerminkan

keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatan yang

25 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islantet.| (Yogyakarta: PT Logung
Pustaka, 2004), him. 130-131.

% p_AF. LamintangPasar-Dasar Hukum Pidana Indonesieet.V (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2013), him. 16.
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dilakukan terhadap orang lain. Hukuman ini memberikan efek jera terhadap
pelaku dan berfikir dua kali utuk melakukan hal yang serupa mengingat
akibat dari perbuatannya yang akan diberikan hukuman yang sama
kepadanya.
Tujuan pemidanaan bila dikaji dari prinsip-prinsip dasar terbagi dalam
tiga teori tentang tujuan pemidanaan:
1.  Teori Retributife
Teori ini melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan
atau kejahatan yang dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai
perbuatan yang immoral di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku
kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan hukuman, sehingga
pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembdlasan.
Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi
karena kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi
kerugian yang sudah diakibatkan demi alasan itu, pemidanaan
dibenarkan secara moral. Menurut Karl O.Christansen sebagaimana
yang dikutip oleh sholehuddin teori retributif memiliki lima ciri,
yakni:?®
a. The purpose of punishment is just retributighiujuan pidana

hanyalah sebagai pembalasan).

27 Masrudi Muchtar,Debt Collector Dalam Optik kebijakan Hukum Pidan@et.
(Yogyakarta : PT Aswaja Presindo, 2013), him. 56-57.

28 M.SholehuddinSistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan
ImplementasinyaCet.ll (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), him. 34-35.
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b. Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any
other aim, as for instance social welfare which from this point view
is without any significance whatsoev@?embalasan adalah tujuan
utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan
lain seperti kesejahteraan masyarakat).

c. Moral guilt is the only qualification for punismefi{esalahan moral
sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan).

d. The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender
(Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku).

e. Punisment point into the past, it is pure reproch, and it purpose is
not improve, correct, educate or resocialize the offer({tkdana
melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan
tidak untuk memperbaiki, mendidik, mendidik, meresosialisasi
pelaku).

Teori Relatif
Teori ini memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan lain
yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan
masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun
prevensi khusus. Prevensi Umum diharapkan memberikan peringatan
kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan sedangkan

prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan,
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memberikan deterrence effectkepada si pelaku sehingga tidak

mengulang perbuatannya kemizali.

Ada tiga bentuk tujuan suatu pemidanaan yang dapat
menghasilkan konsekuensi-konsukensi yang bermanfaat secara
preventif, yaitu®
a. Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan diterrence

(penangkalan). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si
terpidana, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama, sedangkan
tujuan sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh
untuk mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak melakukan
perbuatan yang dapat dipidanakan seperti kelakukan si pidana yang
merugikan orang lain akan kejahatannya.

b. Pemidanaan sebagai rehabilitasi, tujuan pemidanaan sebagai jalan
mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan
atau tindakan kejahatan dianggap suatu penyakit sosial yang
disintegratif dalam masyarakat.

c. Pemidanaan sebagai wahana pendidika moral, tujuan ini merupakan
bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi.
Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan yang salah,

tak dapat diterima oleh masyarakat. Dalam proses pemidanaan, si

2% Masrudi Muchtar, Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana, Cet.l, him.
59.

30 M.SholehuddinSistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan
Implementasinyghlm. 44-45.
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pidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang telah
ia perbuat.
3. Teori Gabungan

Teori ini berusaha mencari jalan dan menemukan benang merah
antara teori retributife dengan relatif. Teori ini mencoba menyatukan
tujuan pemidanaan sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan.
Teori ini masih mengakui peranan menempatkan tujuan pidana secara
proporsionaf*

Teori ini  mengajarkan  bahwa  hukuman  bertujuan
mempertaruhkan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki
pribadi si pelaku. Dengan menelaah teori retributife, relatif dan
gabungan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan &tlalah:

a. Menjerakan si pelaku.
b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si pelaku.
c. Memperbaiki si pelaku.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tebfigasid As-
syari’ah dalam menganalisis sanksi hukuman pelaku pembunuhan dengan
sengaja agar memberikan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku
pembunuhan dengan sengaja, supaya pelaku dan wali korban yang sangat
dirugikan menjalin hubungan dengan baik setelah adanya cobaan yang

diterima wali korban akibat perbuatan pelaku.

31 Masrudi Muchtar,Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidahém. 60.
%2 Juhaya S. Prajaleori Hukum dan AplikasinyaGet.| (Bandung: PT Pustaka Setia,
2011), him. 193.
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Secaraughawi (bahasa)maqgashid as-syari'ahterdiri dari dua kata,
yakni maqgashid dansyari'ah. Magashid adalah bentuk jama’ secara bahasa
berarti skl I jas3 aual el artinya jalan menuju sumber air. Jalan
sumber menuju sumber air ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber
pokok kehidupad® Sementara syari'ah adalah bentuk masdar dari kata
syar'un g »& yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada

di dalamnya, atau sesuatu yang harus diuti.

Kegunaan magqgasid syari’ah adalah untuk menjamin, memberikan
perlindungan dan melestarikan kemaslahatan manusia secara umum aspek
yang dilindungi terbagi menjadi tiga tingkatan, yapertama daruriat
(keniscayaan), yangeduahajiat (kebutuhan), dan yankgetiga tahsiniyat
(kelengkapan). Daruriat terbagi menjadi lima vyaitu: 4iZz ad-din
(perlindungan agama}/fz an-nafsi(perlindungan jiwa-ragaifz a-akklu
(perlindungan akal) dakifz al-mali (perlindungan harta)jiZz an-nasl
(perlindungan keturunan)Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi
kehidupan manusia sendiri, karedaruriat adalah sasaran dibalik hukum
ilahi.®®

Magasid pada tingkatan yang kedua adalfaliiar (kebutuhan) dapat
dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan

beban yang amat berat sehingga hukum dapat diringankan dengan baik, dan

33 Asfari Jaya BakriKonsep Magashid Syari'ah Menurut Al-Syatibiet.| (Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada), him.61.

3 Ali Sodqin, Figih Ushul Figih : Sejarah, Metodelogi dan Implementasi di Indonesia
Cet.l (Yogyakarta : PT Beranda Publishing, 2012), him. 3.

% Jasser AudahMembumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ahih bahasa
Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Cet.l ( Bandung : PT Mizan Pustaka), him. 34.
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yang ketiga tingkatan tahsiniyat secara bahasa berarti hal-hal yang
penyempurnd®

Pemberian hukuman dalam hukum pidana Islam bukan semata-mata
untuk balas dendam, melainkan mencegah terjadinya pengulangan
pelanggaran hukum, baik dari pelakunya maupun masyarakat umum.
Penetapan hukuman dalam hukum pidana Islam adalah konsekuensi,
manfaat, reformasi dan pencegahan. Jika hal tersebut dilakukan maka tujuan
hukum dapat terlaksana dengan baik. Adapun pemberian hukuman dalam
hukum pidana di Indonesia memberikan balasan kepada pelaku, karena
telah berbuat pelanggaran hukum. Sehingga diadakannya hukuman agar
pelaku tidak berbuat kembali perbuatan yang telah dilakukanya dan
pembelajaran masyarakat supaya tidak meniru perbuatan pelaku.

Pelaksanaan dan aturan dua hukum tersebut adalah berbeda namun
aturan yang ditetapkan disini untuk melindungi masyarakat, dengan kata
lain pemberian sanksi hukuman adalah untuk memberikan efek jera
terhadap pelaku supaya tidak mengulang kembali perbuatannya dan
memberi pelajaran kepada masyarakat secara umum.
Setelah menelaah dan menganalisis kedua sistem hukum pidana Islam dan
hukum pidana di Indonesia ada sisi perbedaan yang bisa dijadikan sasaran
yaitu dalam hal penegakan hukum. Di dalam penelitian ini penyusun hanya
membatasi pada sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja,

yang kemudian akan diperbandingkan dan diketahui sebab kedua sistem

% Muhammad Syukri Albani Nasutiofrilsafat Hukum Islamcet.l (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada), him. 106.
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hukum tersebut memiliki rumusan sanksi hukuman yang berbeda. Dengan
adanya perbedaan dari kedua sistem tersebut penyusun akan mengkaji,
membedakan serta menganalisis agar memunculkan efektivitas sanksi
hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.

Sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan sengan sengaja harus
dikembalikan kepada terwujudnya kemaslahatan atau kemanfaatan dan
menghindari segala hal yang merugikan. Apabila ada produk hukum yang
telah berlaku dan kurang maslahatnya maka perlu diperbaharui ataupun
ditinjau kembali supaya mendapatkan manfaat baik dari pelaku maupun

wali korban.

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustaKhlarary
research)dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama,
artinya data-data yang akan dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik
berupa buku, ensiklopendi, jurnal, kitab perundang-undangan dan lain-
lainya yang masih ada keterkaitan dengan permaslahan yang dikaji.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analistik-komparatif. Deskriptif adalah memberikan penjelasan
terhadap suatu gejala dan fakta, sedangkan analisis merupakan upaya

untuk mencari dan menata data penelitian secara sistematis, kemudian
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melakukan pengkajian yang lebih dalam guna mencari niakna.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kemudian
mengkomparasikan bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan
dengan sengaja, bila dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam dan
hukum pidana di Indonesia. Dengan metode ini penyusun diharapkan
memberikan kontribusi baru menganai pokok masalah dan setelah
menganalisa pokok masalah, akan sampai membuat sebuah kesimpulan
dari hasil penelitian ini.
3. Pendekatan penelitian
a. Pendekatan Normatif-Yuridis
Pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan yang bertujuan
mendekati masalah dengan dalil-dalil Al-Quran, al-Hadist dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum yang
berlaku dalam hukum Islam maupun hukum di Indonesia serta asas
asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum di
Indonesia.
b. Pendekatan Komparafi€omparative Approach)
Pendekatan Komparatif yaitu pendekatan yang bertujuan
untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang
mempunyai sasaran tertentu, untuk dianalisis atau diterapkan pada

situasi yang kongkrit

37 Jujun Suria Sumantiedoman Tulisan llmigh{Jakarta: Ikip Negri, 1987), him. 35.

38 peter Mahmud MarzukPenelitian Hukum(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005), him. 95.
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4. Sumber Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data atitdedr,
yaitu obyek penelitian ini ditelusuri melalui studi kepustakaan.
Selanjutnya penyusun mengklasifikasikan bahan kepustakaan
tersebut ke dalam dua golongan sumber data. Sumber data primer
yaitu : AL-Qur’an, Hadist,Figh, peraturan perundang-undangan,
yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada sumber
data sekunder adalah buku-buku serta karya-karya lainnya yang ada
kaitannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder ini
memberikan kumpulan data untuk melengkapi hasil penelitian.
5. Analisis Data
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di samping
kegiatan-kegiatan lain dalam proses penelitian. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif adalah proses
pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu
fenomenena yang mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu
peristiwa®
Dalam analisis data penyusun juga menggunakan analisis
komparatif yang merupakan metode dan penelitian hukum. Analisis ini
bermanfaat agar dapat memberikan efektivitas sanksi hukuman bagi

pelaku pembunuhan dengan sengaja, dan bisa memberikan sumbangsih

39 Saefudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him. 40.
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pemikiran guna membuat rancangan undang-undang khususnya

kejahatan terhadap nyawa.

Sistmatika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok
bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada setiap bab
terdiri beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam skrispi adalah
sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti,
pokok masalah yang akan memberi poin penjelasan yang akan menjadi
obyek penelitian, tujuan dan keguanaan penelitian. Tujuan dan kegunaan
telaah pustaka menjelaskan tentang buku-buku atau hasil penelitian yang
bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, kerangka
teoritik sebagai dasar pembentukan penelitian. Metode penelitian untuk
memudahkan peniliti mendapatkan data dan sistematika dibentuk agar
memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang tindak pidana pembunuhan menurut hukum
pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia, yang terdiri dari empat sub
bab: Subpertama,pengertian tindak pidana pembunuhan, keduajenis-
jenis pembunuhan, Subetiga macam-macam hukuman Suteempat
prosedur penetapan hukuman. Dengan pembahasan bab dua ini maka

diperoleh suatu data yang akan digunakan dalam pembahasan bab empat,
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yang membahas analisis komparatif sanksi hukuman bagi pelaku
pembunuhan dengan sengaja dalam perspektif hukum pidana Islam dan
hukum pidana di Indonesia.

Bab ketiga, merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya lebih
mengkrucutkan pembahasanya mengenai sanksi pembunuhan dengan
sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.
Penyusun mengarahkan pada kajian yang berisi tentang sanksi pembunuhan
dengan sengaja yang terdiri dari empat sub bab, yemgama sanksi
hukuman pembunuhan dengan sengaja, yeeduadasar penetapannya,
yang ketiga kriteria pembunuhan sengajkeempat alasan hapusnya
hukuman. Tujuan dari pembahasan ini agar diberikan kemudahan dalam
menganalisis di bab empat serta mendapatkan hasil yang maksimal dalam
mengolah data yang telah didapatkan.

Bab empat, bab in membahas tentang analisis komparatif sanksi
hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam perspektif hukum
pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Bab ini merupakan inti dari
pembahasan yang merupakan analisis masalah untuk menjelajahi sanksi
hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. Pada bab ini, penyusun
akan menganalisis menggunakan hukum pidana Islam dan hukum pidana di
Indonesia.

Selanjutnya penyusun menganalisis kriteria sanksi hukuman bagi
pelaku pembunuhan dengan sengaja yang terdiri dari persamaan, perbedaan

dan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.
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Pengumpulan dan pengolahan data-data yang sudah didapatkan di bab
sebelumnya akan memberikan dampak postif dan dapat menguatkan alasan
penerapan hukuman bagi sanksi hukuman pelaku pembunuhan sengaja
sehingga penganalisaan yang telah dilkukan bisa dijadikan acuan untuk
sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan denga sengaja.

Bab V Penutup, dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian
dan jawaban dan analisis mengenai sanksi hukumuan bagi pelaku
pembunuhan dengan sengaja yang telah dilakukan bab sebelumnya yang
dirangkum dalam kesimpulan. Selanjutnya saran dan penutup sebagai akhir

dari pembahasan.



BAB YV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun mengenai sanksi hukuman bagi
pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam perspektif hukum pidana Islam
dan hukum pidana di Indonesia, penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi hukuman pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana
Islam diancam dengan hukuman gisas atau diyat. Qisas atau diyat tidak
bersifat mutlak, apabila pihak ahli waris memaafkan pelakunya
Pengertian pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak secara murni
bebas dari sanks hukuman, akan tetapi sanks hukuman tersebut
diserahkan kepada penguasa dan diberikan hukuman ta’zir.

Adapun ancaman hukuman pembunuhan dengan sengaja yang terdapat
dalam hukum pidana di Indonesia diancam dengan hukuman lima belas
tahun, seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun dan hukuman
mati. Melihat sisi perbedaan hukuman tersebut terletak pada pelaksnaan
perbuatan pelakunya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja,
sengaja menyiapkan dan mempermudah pelaksanaanya atau berencana.
Penetapan sanksi hukuman pelaku pembunuhan dengan senggja telah
dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal

340.

84
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Model penetapan sanski hukuman pelaku pembunuhan dengan sengaja
dalam hukum pidana Islam memberikan hak kebebasan kepada pihak ahli
waris untuk memilih sanks hukumannnya meskipun dalam jalannya
beracara mendapat pengawasan oleh hakim, sedangkan di dalam hukum
pidana di Indonesia penetapan sanksi hukuman terletak pada putusan hakim.
Hakimlah yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanks kepada
pelaku pembunuhan dengan sengaja.

Pemberian sankss hukuman di dalam hukum pidana Islam dapat
diaplikasikan ke dalam hukum pidana Indonesia. Hukuman pidana Islam
memiliki nilai yang berlebih dibandingkan hukum di Indonesia dalam
penetapan sanksi, meskipun di sisi lain hukum pidana Islam ada sedikit
kekurangan dalam prosedur beracara, karena tidaka ada rujukan buku yang
menjelaskan mengenai hukum formilnya.

Jika mengkaji hukum di Indonesia penjatuhan sanksi hukuman pembunuhan
sengaja hanya condong kepada pelaku sga, akan tetapi dari pihak ahli
waris tidak diberikan kebebasan untuk memilih sanksi hukumannya. Oleh
karena itu, dalam menetapkan sanksi hukuman ahli waris harus diberikan
kebebasan untuk memilih sanksi hukumannya dan prosedur acaranya masih
dalam pengawasan penegak hukum. Disitulah letak efektifitas dalam
penegakan hukum di Indonesia, karena penegak hukum yang lebih
menguatamakan kemaslahatan akan memberiakn dampak positif bagi kedua
belah pihak yang sedang berperkara dan dapat memberikan pembelgjaran

kepada masyarakat secara umum.
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Saran

Adapun saran penyusun dapat berikan sehubungan dengan penyusunan

skripsi ini:

1. Pembaharuan undang-undang sangat perlu dilakukan, lembaga legidlatif
harus jeli dalam merancang dan menetapkan undang-undang yang baru.
Melihat Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340 lebih dicondongkan untuk
pel aku, maka korban yang sangat yang dirugikan harus juga diperhatikan
yang berkenaan dengan hak-haknya demi kelanjutan hidupnya

2. Demi menjaga ketertiban masyarakat penegak hukum harus memberikan
hak kebebasan terhadap pihak korban tindak pidana pembunuhan sengaja
untuk memilih sanksi hukumannya. Pengawasan dalam prosedur

penetapan harus juga dijaga atau dikawal secara ketat
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